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abstract

Intellectual Property Rights ( IPR ) is closely related to the protection of the brand. But the problem is many businesses producing clothing under the brand of others without the original rights holder concerned . This is also reflected in the city of Samarinda ie businesses that produce clothing brand " Rip Curl " is not original .

This study aimed to analyze the law enforcement against businesses that produce clothing brand " Rip Curl " are not original and what sanctions obtained by businesses that produce clothing brand " Rip Curl " that no original from the perspective of existing regulations and provide concepts against the government , businesses in order to create the rule of law in the production of clothing .
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I.PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pada saat ini dalam hal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada prinsipnya adalah hasil dari  pemikiran, kreasi dan desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan hak atas kebendaaan sehingga hasil pemikiran, kreasi dan desain tersebut dapat diperjual belikan. Dengan demikian, seseorang yang memiliki hak kekayaan intelektual dapat diberikan pembayaran oleh orang lain yang memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektualnya tersebut. Ketika berbicara mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) maka dalam hal ini perlindungan terhadap merek sangat penting untuk menjaga hasil pemikiran dan kreasi dari seseorang.

Merek dapat mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat, dengan merek produk barang atau jasa sejenis dapat dibedakan asal muasalnya, kualitasnya serta keterjaminan bahwa produk itu original. Kadangkala yang membuat harga suatu produk menjadi mahal bukan produknya tetapi mereknya. Merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri. Seringkali setelah barang dibeli, mereknya tak dapat dinikmati oleh si pembeli. Merek mungkin hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materilnyalah yang dapat dinikmati. Merek itu sendri ternyata hanya benda immaterial yang tak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immaterial. 
Dapat dilihat di Samarinda sebagai Ibukota Kalimantan Timur yang menjadi salah satu pusat perekonomian, hal ini membuat potensi pelanggaran merek juga cukup besar, seperti yang dilakukan oleh UD Rahmad Konveksi. UD Rahmad Konveksi ini telah melakukan usaha sejak tahun 2007. UD Rahmad Konveksi yang bertempat di Jalan Lambung Mangkurat Gang Mesjid Blok G RT 45 Nomor 66 Samarinda memproduksi pakaian ber merek rip curl, Oakley, Rusty dan Rip Curl. Pakaian-pakaian tersebut diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen konsumen di Samarinda yang menginginkan memiliki pakaian bermerek ternama dengan harga yang miring, hal inilah yang mendasari UD Rahmad Konveksi untuk melakukan pembuatan baju dengan mencatut merek-merek terkemuka, proses produksinya pun mulai dari pembuatan baju hingga pencetakan logo atau symbol dilakukan sendiri di UD Rahmad Konveksi, pakaian yang dihasilkan hampir mirip dengan pakaian asli atau original pada umumnya sehingga membuat konsumen ingin membelinya karena harganya yang miring dibandingkan dengan harga pakaian dengan kualitas original. Usaha yang dilakukan oleh UD Rahmad Konveksi jelas bertentangan dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.  Hal ini yang harus menjadi perhatian terhadap pengawasan dari pelanggaran merek tersebut karena UD Rahmad Konveksi  yang memalsukan barang tidak original atau tiruan dapat merugikan pemegang hak merek.
B.  Rumusan Masalah
1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha UD Rahmad Konveksi yang memalsukan pakaian merek rip curl di kota Samarinda berdasarkan Pasal 91 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2001
2. Apa sanksi pelaku usaha UD Rahmad Konveksi di kota Samarinda yang memalsukan pakaian merek rip curl
II. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pemahaman Mengenai Merek
Ketentuan tentang merek diatur dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001. Undang-undang ini didahului oleh Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang merek.
Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai unsur pembeda yang dapat digunakan untuk usaha perdagangan barang atau jasa.
Pengertian merek menurut para ahli : 
1. H.M.N. Purwo Sutjipto
Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan, sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.

2. Iur Soeryatin

Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai : tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.

3. Mr. Tirtaamidjaya
Suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannya, gunanya membedakan barang itu dengan barang-barang yang sejenis lainnya.
Dari pengertian merek di atas ada beberapa jenis-jenis merek yaitu:

a. Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

b. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.

c. Merek Kolektif adalah merek yang dipergunakan pada barang  dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh seseorang tau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa-jasa sejenis lainnya.

2. Fungsi Merek :

a. Fungsi indikator sumber, artinya merek berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu produk bersumber secara sah pada suatu unit usaha dan karenanya juga berfungsi untuk memberikan indikasi bahwa produk itu dibuat secara professional.

b. Fungsi indikator kualitas, artinya merek berfungsi sebagai jaminan kualitas khususnya dalam kaitan dengan produk-produk bergengsi

c. Fungsi sugestif, artinya merek memberikan kesan akan menjadi kolektor produk tersebut.
3. Perlindungan Hak Merek
Perlindungan hak merek diperoleh setelah dilakukan pendaftaran merek. Merek yang sudah didaftarkan disebut Merek Terdaftar, sering disimbolkan dengan tanda ® (registered) setelah merek atau tanda ™ (trademark) setelah merek.

Perlindungan hak merek dimaksudkan untuk melindungi pemilikan atas merek, investasi dan good will (nama baik) dalam suatu merek, dan untuk melindungi konsumen dari kebingungan menyangkut asal usul suatu barang atau jasa. Perlindungan hak merek dilakukan melalui Pendaftaran Merek.

Agar dapat diterima sebagai Merek, sebuah tanda harus memiliki “Daya Pembeda”. Daya Pembeda adalah kemampuan suatu merek yang dimiliki untuk membedakan barang tersebut dari barang sejenis yang diproduksi oleh pihak lainnya. Dengan kata lain, tanda tersebut telah memperoleh arti yang kedua (secondary meaning). Sebagai contoh, “Apple” secara harafiah bisa berarti buah Apel, namun dalam perdagangan merupakan merek komputer. Kata-kata yang deskriptif namun tidak memiliki daya pembeda tidak bisa dijadikan sebagai merek. Misalnya kata “Mie” saja tidak bisa menjadi merek bagi produk mie instant.

Kalimat yang panjang, juga tidak bisa menjadi merek (terlalu rumit). Selain itu, tanda yang terlalu sederhana tidak bisa pula dijadikan sebagai merek, misalnya: “.” atau “ – “ . Lambang negara, organisasi, bendera resmi negara, organisasi, hasil karya cipta orang lain, tidak bisa dijadikan merek. Tanda yang mengganggu kepentingan umum, ketertiban umum, melawan hukum, tidak bisa menjadi merek. Misalnya tanda-tanda yang terkait dengan pornografi, organisasi kejahatan, dan lain-lain.

4. Praktek Perdagangan Ilegal
Praktek perdagangan ilegal adalah peristiwa di mana seseorang untuk menarik para langganan orang lain kepada perusahaan dirinya sendiri atau demi perluasan penjualan omzet perusahaannya, menggunakan cara-cara bertentangan dengan itikad baik dan kejujuran di dalam perdagangan. Praktik perdagangan ilegal meliputi cara-cara sebagai berikut:

1. Praktek Peniruan Merek Dagang

Pengusaha yang beriktikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu. Tentunya pengusaha berharap bahwa dengan adanya kemiripan penguaha tersebut dapat memperoleh keuntungan yang besar tanpa mengeluarkan biaya besar untuk memperkenalkan produksinya tersebut.

2. Praktik Pemalsuan Merek Dagang

Dalam hal ini persaingan tidak jujur tersebut dilakukan oleh pengusaha yang tidak berikhtikad baik itu dengan cara memproduksi barang-barang dengan mempergunakan merek yang sudah dikenal secara luas di dalam masyarakat yang bukan merupakan haknya. Sebagai contoh seorang pengusaha yang berbelanja ke luar negeri membeli produk Cartier, kemudian kembali ke Indonesia untuk memproduksi barang-barang tas, dompet yang diberi merek Cartier. Dalam hal ini juga maka pengusaha itu tentunya sangat berharap memperoleh keuntungan besar tanpa mengeluarkan biaya untuk memperkenalkan merek tersebut kepada masyarakat karena merek tersebut sudah dikenal oleh masyarakat dan tampaknya pemakaian kata Cartier itu merupakan kekuatan simbolik yang memberikan kesan mewah dan bergengsi, sehingga banyak konsumen yang membelinya.
III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Peneiltian

Dalam penulisan hukum ini penulis menggunakan metode yang diperlukan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan sehingga jenis penelitian yang dilakukan adalah bersifat yuridis empiris yaitu melakukan kajian mengenai pengaruh hukum/kebijakan suatu objek.

B. Sumber Data

1. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Npmor 15 Tahun 2001 tentang merek.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berisi penjelasan terhadap Hukum primer. Diantaranya berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan ataupun dokumen-dokumen yang relavan. 

C. Tekhnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi kepustakaan : metode pengumpulan data dengan cara melakukan kajian terhadap literatur-literatur.
2. Penelitian Lapangan : metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dari hasil observasi (pengamatan), dan interview ( Wawancara) obyek yang ada dilapangan. 
IV. PEMBAHASAN

1. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha UD Rahmad Konveksi yang memalsukan pakaian merek rip curl di kota Samarinda berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2001
Pada hakekatnya pelanggaran terhadap pemalsuan pakaian merek Rip Curl yang tidak original yang terjadi di Indonesia khususnya di Kota Samarinda diakibatkan oleh sikap komsumtif masyarakat. 
Faktor gengsi semu dari konsumen yang merasa bangga menggunakan merek terkenal juga sangat mempengaruhi dan sekaligus menguntungkan pemalsuan merek, karena mendapatkan kesempatan untuk memuaskan hasrat masyarakat melalui merek-merek asli tapi palsu atau merek yang mirip dengan merek dengan kualitas barang original dengan menghasilkan produk yang sengaja disesuaikan dengan kemampuan kantong kosong konsumen yang ingin mengenakan merek terkenal tetapi tidak mempunyai kemampuan untuk membelinya sehingga para konsumen membeli merek-merek asli tapi palsu asalkan tetap bisa gengsi.
Akan tetapi ada juga memang masyarakat yang tidak mampu membeli barang yang asli atau original sehingga dengan keadaan bahwa barang yang tidak original mudah didapat dan harganya jauh lebih murah para konsumen membeli barang yang tidak original.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, pelanggaran menjual, memalsukan dan menjiplak yang dilakukan pelaku usaha dengan menjual alat perlengkapan olah raga yang tidak original dapat dikenakan Pasal 90-95 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yaitu:
Pasal 90 :
"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis  yang diproduksi dan/atau di perdagangkan, di pidana dengan pidana penjara paling  lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."
Pasal 91 : "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)."
Pasal 92 :"Menggunakan tanda yang sama pada keseluruhannya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama  atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
Pasal 93 : "
Menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografis milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah).
Pasal 94:
"Menggunakan tanda yang dilindung berdasarkan indikasi asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta rupiah).
Pasal 95: "Memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran (huruf a-e), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).

Dengan berkembangnya dunia perdagangan yang pesat dan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara, tentunya akan memberikan dampak di bidang perdagangan terutama karena adanya kemajuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi yang mana sebagai bidang tersebut merupakan faktor yang memicu globalisasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Tindakan mempergunakan merek milik orang lain, secara keseluruhan tidak hanya merugikan pemilik atau pemegang merek itu sendiri dan juga para konsumen tetapi dampak yang lebih luas adalah merugikan perekonomian nasional dan yang lebih luas lagi juga merugikan hubungan perekonomian internasional.

Dalam masalah ini menyangkut tentang pemalsuan dan peniruan merek dagang hal ini sudah pasti melanggar peraturan yang berlaku dan termasuk perbuatan pidana bidang merek yang bersifat delik aduan. Semua tindak pidana di bidang merek merupakan tindak pidana aduan absolut. Tanpa adanya pengaduan, kasus tindak pidana hak merek tidak dapat dituntut ke pengadilan.

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat di tuntut, jika di adukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan. Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. 
Delik Aduan absolute (absolute klacht delict) merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hal ini bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan.
Kemudian dalam mengajukan suatu gugatan atas pelanggaran merek dapat di lakukan sesuai dengan Pasal 76 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek , yang berbunyi:
Pasal 76 (1) : “Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan     gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

a. Gugatan ganti rugi, dan/atau

b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

Pasal 76 (2) : gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

Di Kota Samarinda sampai saat ini tidak ada yang pernah melaporkan tentang pelanggaran mengenai pemalsuan dan peniruan merek Rip Curl yang tidak original sehingga pihak yang berwajib tidak dapat melakukan penegakan terhadap Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pemalsuan dan peniruan merek yang tidak original di Kota Samarinda.
2. Sanksi pelaku usaha UD Rahmad Konveksi di Kota Samarinda yang memproduksi pakaian Merek Rip Curl yang tidak original
Di era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat selalu dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan mode atau fashion berpakaian dimana setiap tahun nya mode fashion selalu berubah. Salah satu mode berpakaian yang ada di Indonesia khususnya Kota Samarinda adalah fashion berpakaian menggunakan merek pakaian surfing untuk menunjang aktifitas sehari-hari.
Dengan diperlukannya pakaian mode fashion merek Rip Curl sebagai kebutuhan maka banyak sekali ditemui di Kota Samarinda pakaian merek Rip Curl yang tidak original. Akibat adanya pakaian merek Rip Curl yang tidak original tentu saja ini merugikan Pemegang merek aslinya karena banyak konsumen-konsumen yang lebih memilih barang yang tidak original karena dengan harga yang jauh lebih murah, mudah di jangkau dan kualitasnya tidak jauh berbeda dengan barang yang original. 
Maka dari itu diperlukannya pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang melakukan pemalsuan pakaian merek Rip Curl yang tidak original karena dari segi hukum hal ini melanggar Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.
Berdasarkan dari analisis penulis, sanksi yang diperoleh oleh pelaku usaha atas pelanggaran Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 adalah sebagaimana disebutkan sebagai berikut:
Pasal 91 :
"Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)."

Dari uraian Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain yaitu merek Rip Curl yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak                          Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).”

Maka dari itu pemerintah harus meningkatkan produk dalam negeri seperti dengan mendukung produsen lokal, menaikkan pajak  masuknya barang impor dan bagi pembuat yang sudah menciptakan barang dengan merek terbaru segera mendaftarkan merek tersebut   sehingga para pelaku usaha dapat memproduksi pakaian yang original dengan merek dalam negeri yang kualitasnya tidak jauh berbeda dengan merek luar negeri. Kemudian pelaku usaha juga dapat membuat suatu kreasi dan hasil pemikiran untuk membuat pakaian dengan merek terbaru agar terciptanya persaingan usaha yang sehat serta dapat menambah pemasukan suatu negara dibidang perdagangan.
V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Alasan pelaku usaha memproduksi pakaian merek Rip Curl yang tidak original di karenakan untuk mencari keuntungan dengan meniru suatu merek orang lain dan  memenuhi kebutuhan pasar dikarenakan banyaknya peminat dari masyarakat. 

2. Tindakan pelaku usaha yang memproduksi pakaian merek Rip Curl yang tidak original dapat di kategorikan melanggar peraturan yang berlaku yaitu Pasal 91 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

3. Upaya hukum yang dapat di lakukan agar tercipta tertib hukum dalam produksi pakaian merek Rip Curl yang tidak original yaitu Pemerintah harus mengoptimalkan dan meningkatkan produk dalam negeri serta mengurangi barang impor sehingga konsumen lebih memilih barang dalam negeri dan pelaku usaha dapat memproduksi pakaian merek sendiri yang sudah terdaftar sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

B. Saran  
1. Mempertegas lagi pengaturan mengenai penggunaan merek terdaftar yang sudah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
2. Lebih meningkatkan produk lokal seperti produksi pakaian sehingga dapat memperlancar persaingan usaha yang sehat, skala perekonomian Nasional berjalan dengan baik dan menambah keuntungan suatu Negara
3. Meningkatkan pengawasan terhadap perizinan penggunaan Merek dan memberikan sanksi yang tegas dan berat bagi pelanggar ketentuann penggunaan Merek, khususnya Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
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